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KATA PENGANTAR 
 
 
Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 
berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Akreditasi sebagaimana 
dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi 
(PT) atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-
DIKTI), Standar Pendidikan Tinggi Keperawatan Indonesia yang dikeluarkan oleh Majelis 
Kolegium Keperawatan Indonesia (2015) dan Standar Kompetensi Perawat Indonesia 
(SKPI, 2020). Akreditasi PS Spesialis Keperawatan adalah penjaminan mutu terhadap  PS 
Spesialis Keperawatan yang menunjukkan bahwa PS tersebut dalam melaksanakan 
program Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 
Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. 
 
Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, 
BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Pada tahun 
1999, BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program studi jenjang magister (S-
2), dan pada tahun 2001 mulai melakukan akreditasi untuk program studi jenjang diploma 
(S-0), jenjang doktor (S-3) dan Prodi Spesialis. Selanjutnya pada tahun 2007 mulai 
menyelenggarakan akreditasi untuk tingkat institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan 
kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program 
studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh 
LAM-PTKes.   
 
Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Keperawatan dan Standar Kompetensi 
Keperawatan Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya 
dengan proses akreditasi program studi Spesialis Keperawatan Gerontik oleh LAM-PTKes. 
Instrumen akreditasi Pendidikan Tinggi Spesialis Keperawatan Gerontik  telah disusun yang 
mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis 
Keperawatan Gerontik  terdiri dari: 
 
Buku I  : Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis 

Keperawatan Gerontik  
Buku II : Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis 

Keperawatan Gerontik  
Buku III A : Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi 

Spesialis Keperawatan Gerontik  
Buku III B : Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program 

Studi Spesialis Keperawatan Gerontik  
Buku IV  : Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja Program Studi 

dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis 
Keperawatan Gerontik  

Buku V  :  Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis 
Keperawatan Gerontik  

 
Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah 
buku Kode Etik Akreditasi.  
 
Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Gerontik  ini akan 
bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi Spesialis Keperawatan Gerontik di 
seluruh Indonesia. 
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BAB I. LATAR BELAKANG 
 
1.1 Landasan Hukum 
 
Sistem akreditasi harus disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada 
program studi. 
Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:  
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47); 
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55); 
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan; 
5. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan; 
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional 
Pendidikan; 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga 
Kesehatan Indonesia; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 
17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi 
Pendidik pada Perguruan Tinggi; 

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 
62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan 
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; 

17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 
257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi; 

18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang 
Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan; 

19. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan 
Tinggi; 

20. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen 
Akreditasi; 

 
 
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang 
berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut; 

 
Pasal 26 

 
(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan 

akademik.  
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(2) Gelar akademik terdiri atas:  
a. sarjana;  
b. magister; dan  
c. doktor.  

(3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan 
profesi.  

(4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi 
bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang 
bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.  

(5) Gelar profesi terdiri atas:  
a. profesi; dan  
b. spesialis.  

 
Pasal 28 

 
(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari 

Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, 
atau gelar profesi.  

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan 
inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.  

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila 
dikeluarkan oleh:  
a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau  
b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak 

mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.  
(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:  

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau  
b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar 

profesi.  
(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh 

Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar 
akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.  

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak 
dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.  

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, 
dan/atau gelar profesi.  

 
Pasal 29 

 
(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang 

menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman 
kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di 
berbagai sektor.  

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan 
pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, 
dan pendidikan profesi.  

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
Menteri.  

 
Pasal 42 

 
(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai 

pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi 
terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.  
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(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang 
memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.  

(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah 
dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak 
sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.  

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak 
dilarang memberikan ijazah.  

 
Pasal 43 

 
(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh 

lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama 
dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang 
bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi 
bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang 
bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak 
dilarang memberikan sertifikat profesi.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 
Pasal 44 

 
(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang 

sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program 
studinya.  

(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan 
Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga 
sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.  

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai 
syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.  

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak 
dilarang memberikan sertifikat kompetensi.  

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri. 
 

Pasal 55 
 

(1)  Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 
berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan 
Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang  mengacu pada Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi. 

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk 
mengembangkan sistem akreditasi. 

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik sebagai bentuk 

akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri 
(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga 

mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan 
rumpun ilmu/dan atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan 
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(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan 
Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan 
lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam 
Peraturan Menteri. 

 
 
PP No 4 tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 
tentang Standar Nasional Pendidikan. 
 

Pasal 1A 
Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka 
Tunggal Ika. 
 

Pasal 6 ayat (4) 
Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan tinggi difokuskan 
pada: 

a. Persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; 

b. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan 
c. Pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, 

mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang 
bermanfaat bagi kemanusiaan. 
 

Pasal 39 ayat (2) 
Selain mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, kurikulum pendidikan Pancasila 
juga mengacu pada pedoman tentang materi pembelajaran Pancasila yang ditetapkan oleh 
badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila 
setelah berkoordinasi dengan Menteri. 
 

Pasal 40 ayat (1) 
Kurikulum disusun sesuai dengan Jenjang Pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan  
Republik Indonesia dengan memperhatikan: 

a. Peningkatan iman dan takwa; 
b. Nilai Pancasila; 
c. Peningkatan akhlak mulia; 
d. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik; 
e. Keragaman potensi daerah dan lingkungan; 
f. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 
g. Tuntutan dunia kerja; 
h. Pekembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni; 
i. Agama; 
j. Dinamika perkembangan global; dan 
k. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan 

 
 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut: 
 

Pasal 5 
(1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam 
rumusan capaian Pembelajaran lulusan. 

 
Pasal 6 
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(1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan 
berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin 
dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja 
mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait 
Pembelajaran.  

(2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan 
konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang 
diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, 
Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.  

(3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan 
melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau 
instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, 
Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, 
mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki 
oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai 
tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai 
kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang 
keilmuan Program Studi.  

(4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa 
pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk 
pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang 
sejenis. 

 
Pasal 7 

(1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian Pembelajaran 
lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk 
setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

(2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
ditambah oleh Perguruan Tinggi.  

(3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian 
Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf 
b, wajib disusun oleh:  

a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau  
b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.  

(4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu 
kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal 
terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian Pembelajaran 
lulusan.  

(5) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan 
ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis.  

(6) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian 
Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
 
 

Pasal 8 
(1) Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan 

materi Pembelajaran.  
(2) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan.  
(3) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, 

magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil 
Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 
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Pasal 9 
(1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada 
deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI.  

(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sebagai berikut:  
a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, 

dan keterampilan operasional lengkap;  
b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan 

dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;  
c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;  
d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis 

bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis 
bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara 
mendalam;  

e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan 
dan keterampilan tertentu;  

f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai 
teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan  

g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai 
filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.  

(3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.  

(4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 

 
Pasal 10 

(1) Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan 
Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.  

(2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 
a. karakteristik proses Pembelajaran; 
b. perencanaan proses Pembelajaran; 
c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan 
d. beban belajar mahasiswa. 

 
Pasal 11 

(1) Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf 
a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, 
kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.  

(2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian 
Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara 
mahasiswa dan Dosen.  

(3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses Pembelajaran 
mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan 
menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.  

(4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian 
Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk 
memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan 
program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.  

(5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian 
Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan 
pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem 
nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan 
kebangsaan. 
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(6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian 
Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan 
tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.  

(7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian 
Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan 
karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui 
pendekatan transdisiplin.  

(8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran 
lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara 
baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.  

(9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian 
Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan 
interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan.  

(10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa 
capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan 
pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta 
mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.  

 
Pasal 12 

(1) Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 
huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran 
Semester atau istilah lain.  

(2) Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam 
kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program 
Studi.  

(3) Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat: a. nama 
Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu; b. 
capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir 
yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian 
Pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan 
dicapai; e. metode Pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai 
kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang 
diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu 
semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang 
digunakan.  

(4) Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara 
berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 
Pasal 13 

(1) Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 
huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber 
belajar dalam lingkungan belajar tertentu.  

(2) Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran 
Semester atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.  

(3) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa wajib mengacu pada 
Standar Penelitian  

(4) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh 
mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 

 
Pasal 14 

(1) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan 
terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.  
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(2) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode 
Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai 
kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan 
capaian Pembelajaran lulusan.  

(3) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk 
pelaksanaan Pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi 
kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis 
proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat 
secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.  

(4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode 
Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk 
Pembelajaran.  

(5) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. kuliah; b. 
responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik 
lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan 
militer g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain 
Pengabdian kepada Masyarakat.  

(6) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk 
Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program 
profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program 
doktor, dan program doktor terapan.  

(7) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah 
bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, 
pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 
bangsa.  

(8) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program 
pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.  

(9) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam 
rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

 
Pasal 15 

(1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan 
di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.  

(2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas: a. Pembelajaran dalam Program 
Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b. Pembelajaran dalam Program Studi 
yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c. Pembelajaran dalam Program 
Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d. Pembelajaran pada lembaga 
non-Perguruan Tinggi.  

(3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara 
Perguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil 
kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.  

(4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau 
pemimpin Perguruan Tinggi.  

(5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.  
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(6) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di 
luar bidang kesehatan. 

 
Pasal 16 

(1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, 
dinyatakan dalam besaran sks.  

(2) Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 
(enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.  

(3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat 
menyelenggarakan semester antara. 

(4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan: a. selama 
paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 
(sembilan) sks; dan c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian 
Pembelajaran yang telah ditetapkan.  

(5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling 
sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir 
semester antara. 

 
Pasal 17 

(1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: 
f.  paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister 

terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau 
diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 
(tiga puluh enam) sks; atau 

(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai 
program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program 
diploma empat/sarjana terapan.  

(3) Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang 
dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 19 

(1) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, 
atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per 
semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per 
semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.  

(2) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau 
bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per 
minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per 
semester. 

(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai 
dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.  

(4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik 
studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau 
pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau 
Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per 
semester. 

 
Pasal 20 Ayat 2, 3, 4, 5 

(2) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara 
yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program 
doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau 
program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau 
program magister terapan tersebut. 
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(3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke 
program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum 
menyelesaikan program doktor.  

(4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar 
dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.  

(5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar 
dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik. 

 
Pasal 21 

(1) Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses 
dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.  

(2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan 
prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan 
mahasiswa. 

 
Pasal 22 

(1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mencakup 
prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara 
terintegrasi.  

(2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang 
memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; 
dan b. meraih capaian Pembelajaran lulusan.  

(3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang 
berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang 
mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung.  

(4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang 
didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas 
dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.  

(5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang 
dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal 
kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.  

(6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang 
prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

 
Pasal 23 

(1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas 
observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.  

(2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas 
penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio 
atau karya desain.  

(3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.  
(4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus 

dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen 
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).  

(5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian 
yang digunakan. 

 
Pasal 24 

(1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri 
atas: a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, 
indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana 
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Pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, 
instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; c. memberikan umpan balik dan kesempatan 
untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan 
penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.  

(2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c mencakup 
tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, 
pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.  

(3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. 

 
Pasal 25 

(1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d 
dilakukan sesuai dengan rencana Pembelajaran.  

(2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. 
Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim Dosen 
pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. Dosen pengampu atau 
tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.  

(3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program 
subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim 
penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda. 

 
Pasal 26 

(1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e berupa 
kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang 
dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat 
baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan 
angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori 
kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.  

(2) Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada 
kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).  

(3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran sesuai 
dengan rencana Pembelajaran.  

(4) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks 
Prestasi Semester (IPS).  

(5) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan 
dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).  

(6) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam 
besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap 
mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks 
mata kuliah yang diambil dalam satu semester.  

(7) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam 
besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap 
mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks 
mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. 

 
 
 

Pasal 27 Ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8 
(3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister 

terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah 
menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran 
lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).  
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(4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, 
program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan 
predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a. mahasiswa 
dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. 
mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga 
koma tujuh lima); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila 
mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).  

(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan program 
diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program 
doktor, dan program doktor terapan; b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; c. 
sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam 
cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya; d. gelar; dan e. 
surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan 
perundangundangan.  

(6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh 
Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga 
Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi.  

(7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh 
Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau 
lembaga sertifikasi yang terakreditasi. 

 
Pasal 28 

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 
dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan 
dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. 
 
 
1.2   Sejarah Program Studi Spesialis Keperawatan Gerontik  
 
Pendidikan Tinggi Keperawatan di Indonesia yang termuat dalam Undang-undang 
Keperawatan nomor 38 tahun 2014 bab II pasal 5 terdiri atas pendidikan vokasi, akademik 
dan profesi. Pendidikan vokasi yang dimaksud pada pasal 5 tersebut adalah pendidikan 
diploma tiga keperawatan. Pendidikan akademik yang dimaksud pada pasal 5 terdiri atas 
sarjana, magister dan doktor keperawatan. Selanjutnya pendidikan profesi yang dimaksud 
pada pasal 5 tertuang dalam pasal 8 terdiri atas program profesi keperawatan dan program 
spesialis keperawatan. 
 
Pendidikan tinggi keperawatan telah diawali dari sebuah Akademi yang berdiri pada tahun 
1962 di Akademi Keperawatan (Akper) Departemen Kesehatan Jakarta sebagai pendidikan 
perawat tertinggi pertama, di samping jenjang pendidikan menengah pada Sekolah 
Pengatur Rawat (SPR) dan pendidikan lain yang sejenis. Ketidakjelasan jenis dan jenjang 
tenaga keperawatan yang terjadi saat itu mengakibatkan pelayanan kesehatan yang 
diberikan oleh perawat menjadi kurang berkualitas, upaya mempertahankan keselamatan 
pasien kurang optimal dan keseluruhan pengembangan profesi keperawatan menjadi 
kurang terarah dan sangat tertinggal dengan profesi keperawatan di negara-negara maju 
lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang jenis dan jenjang pendidikan 
keperawatan, disesuaikan dengan kaidah keperawatan sebagai profesi yang telah 
diputuskan sejak tahun 1983.  
 
Lokakarya Nasional Keperawatan tahun 1983 di Jakarta yang dihadiri oleh berbagai elemen 
termasuk unsur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, Badan 
Administrasi Kepegawaian Nasional, Konsorsium Ilmu Kesehatan dan berbagai Organisasi 
Profesi Kesehatan dan didukung oleh WHO, telah menghasilkan kesepakatan nasional 
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bahwa penataan pendidikan keperawatan diarahkan pada jenjang pendidikan tinggi dan 
meniadakan jenjang pendidikan tingkat menengah. Dengan demikian profesi keperawatan 
diharapkan mampu memandirikan, memberdayakan masyarakat dan mampu memberikan 
upaya kesehatan yang paripurna. 
 
Lokakarya Nasional Keperawatan 1983 tersebut merupakan momentum penting bagi 
perkembangan keperawatan di Indonesia yang menetapkan Keperawatan sebagai profesi 
dan pendidikan keperawatan berada dalam Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.   
Konsekuensinya, semua kegiatan pengembangan keperawatan harus diarahkan kepada 
pemenuhan kriteria keperawatan sebagai profesi, antara lain: memiliki ilmu pengetahuan, 
ditumbuhkan pada pendidikan tinggi, melaksanakan pelayanan profesi/professional dengan 
menggunakan metode ilmiah. Pada tahun 1985 dimulai Pendidikan Keperawatan pada 
jenjang strata satu (S-1) di Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) yang ditumbuhkan di 
Fakultas Kedokteran-Universitas Indonesia, sementara itu pendidikan AKPER dengan 
program pendidikan diploma tiga (D-III) masih terus berlangsung hingga saat ini. Pada awal 
perkembangannya kurikulum pendidikan S-1 Keperawatan merupakan satu kesatuan dan 
terintegrasi antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang lulusannya diberi gelar 
Sarjana Keperawatan yang disingkat S.Kp. serta diakui sebagai perawat profesional. 
Selanjutnya lulusan SKp ini diakui sebagai Ners karena pendidikan profesi dibangun 
terintegrasi di dalam kurikulum periode 1985-1998.  
 
Sejak tahun 1998 tersebut, kurikulum tersebut disempurnakan dengan menjadikan program 
pendidikan keperawatan dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap akademik dan tahap 
profesi yang merupakan satu kesatuan. Pada tahap akademik lulusannya mendapat gelar 
Sarjana Keperawatan disingkat SKep, dan tahap profesi lulusannya mendapat gelar profesi 
Ners disingkat Ns. Berdasarkan perbedaan gelar lulusan sebagai hasil dari kurikulum 1985 
dan 1998 gelar Sarjana Keperawatan (SKp) tidak memiliki makna yang sama dengan 
Sarjana Keperawatan (SKep). Pola penyelenggaraan pendidikan profesi menjadi 2 (dua) 
tahap semakin dikukuhkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan profesi adalah 
pendidikan setelah sarjana, sehingga sampai pada saat ini penyelenggaraan pendidikan 
Ners dalam 2 (dua) tahap masih terus berlaku.  
 
Makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta tuntutan kebutuhan 
masyarakat akan layanan yang berkualitas dan pengembangan tuntutan profesi 
Keperawatan mendorong dikembangkannya beberapa jenjang pendidikan keperawatan. 
Oleh karena itu, penataan jenis dan jenjang pendidikan keperawatan yang baik dan terarah 
diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dalam mengembangkan profesi keperawatan di 
masa depan. Pengembangan jenjang pendidikan Keperawatan ini termasuk di dalamnya 
jenjang akademik pendidikan Magister untuk tingkat magister (S-2), serta jenis pendidikan 
profesi yaitu spesialis di berbagai bidang layanan kekhususan yang telah dimulai sejak 
tahun 2003 yang mencakup: Keperawatan Maternitas dan Keperawatan Komunitas, 
Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Jiwa dan Keperawatan Anak, yang 
diselenggarakan di Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia. 
 
Keberadaan pendidikan tinggi keperawatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Permasalahan yang ada 
adalah distribusi dan pendayagunaan tenaga kesehatan/lulusan pendidikan tinggi belum 
tertata dengan baik. Hal ini mengakibatkan belum meratanya jangkauan pelayanan 
keperawatan yang dilakukan oleh para lulusan pendidikan tinggi. Lulusan dari berbagai 
jenjang pendidikan ini perlu diatur pendayagunaannya secara baik berdasarkan asas 
keadilan dan pemerataan keterjangkauan. Masalah kesehatan yang semakin kompleks 
menyebabkan semakin tingginya kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh para perawat 
untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini pula yang mendasari perlu peningkatan jenjang 
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pendidikan spesialis dan program pendidikan doktor keperawatan untuk mengembangkan 
IPTEKS Keperawatan melalui pengembangan penelitian. 
 
Penyelenggaraan Pendidikan Keperawatan khususnya pada pembelajaran klinik merupakan 
serangkaian kegiatan yang mewujudkan interaksi antara pembimbing klinik, 
mentor/perceptor dengan mahasiswa, dalam melakukan pelayanan keperawatan 
berdasarkan standar prosedur operasional berkontribusi untuk dalam peningkatan mutu 
pelayanan keperawatan dan pelayanan kesehatan melalui praktik terbaiknya.  
  
Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa pelayanan perawat diberikan oleh 
Perawat yang kompeten perlu dibuktikan melalui uji kompetensi yang telah dilakukan oleh 
lembaga yang berwenang. Sejak tahun 2007 sistem uji kompetensi telah dikembangkan 
oleh Organisasi profesi (PPNI) terhadap para perawat khususnya yang akan bekerja ke luar 
negeri dan lulusan baru dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Komite Nasional Uji 
Kompetensi Perawat (KNUKP). Dengan dikeluarkannya Kepmenkes Nomor 1796 tahun 
2011 yang mengatur tentang Registrasi Tenaga Kesehatan termasuk Perawat, maka setiap 
lulusan baru harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi 
(STR). STR merupakan persyaratan bagi para tenaga perawat untuk melakukan praktik 
mulai diberlakukan pada tahun 2013.  
 
Pelaksanaan uji kompetensi berdasarkan peraturan menteri kesehatan tersebut merupakan 
kewenangan dari lembaga/Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). Dalam 
menjalankan tugasnya tersebut, MTKI bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Uji 
Kompetensi (LPUK) untuk mengembangkan sistem termasuk soal uji kompetensi. Bukti dari 
kelulusan seorang perawat dalam uji kompetensi berupa Surat Tanda Registrasi (STR) 
identik dengan Registered Ners (RN) di luar negeri.     
 
Pendayagunaan lulusan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan maupun pendidikan 
didasarkan pada kompetensi, yang selanjutnya ditata dalam sistem jenjang karir perawat 
professional. Penataan jenjang karir perawat di tatanan pelayanan keperawatan telah diatur 
sejak 2008 melalui suatu sistem jenjang karir yang telah diadopsi oleh Kementerian 
Kesehatan namun aturan hukum yang mengatur pelaksanaannya belum ada.  Dalam sistem 
jenjang karir perawat klinik tersebut, sebagai contoh seorang lulusan program pendidikan 
lulusan Spesialis Keperawatan dan dapat mencapai PK yang setara dengan KKNI level 8. 
 
Program Spesialis keperawatan diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kemampuan (1) 
Mengembangkan dan memutakhirkan ipteks dengan cara menguasai dan memahami, 
pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya, (2) Memecahkan 
permasalahan di bidang keperawatan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan 
berdasarkan kaidah ilmiah, dan (3) Mengembangkan kinerja profesionalnya yang 
ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, cakupan tinjauan, kepaduan 
pemecahan masalah atau profesi yang serupa.  
 
Peningkatan umur harapan hidup suatu bangsa akan meningkatkan populasi penduduk 
lansia. Usia Harapan Hidup (UHH) rata-rata penduduk Indonesia meningkat dari tahun ke 
tahun. UHH merupakan ukuran kualitas hidup penduduk di suatu negara. UHH merupakan 
salah satu indikator yang digunakan untuk mengelompokkan negara maju dan negara 
berkembang. Data World Bank (2010) menunjukkan bahwa rata-rata UHH penduduk 
Indonesia meningkat dari 71,5 tahun pada tahun 2017 (Litbangkes-Kemenkes RI, 2018). 
Pada tahun 2019, angka UHH mencapai 73,4 tahun dan diprediksi akan meningkat menjadi 
78 tahun pada tahun 2050 (WHO, 2019). 
 
Peningkatan UHH berdampak pada peningkatan jumlah lansia, sehingga menempatkan 
Indonesia di urutan keempat dunia setelah China, India dan Amerika Serikat (WHO, 2014). 
Data dari bank dunia (2014) dan The United Nations for Population (2014) jumlah total 
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penduduk Indonesia saat ini telah mencapai 268.074.565 orang dengan jumlah prosentase 
penduduk berusia 60 tahun atau lebih sebesar 9,7% dari jumlah total penduduk Indonesia. 
Jumlah penduduk lansia akan terus meningkat sampai 15,8% di tahun 2035 (Bappenas, 
2018). Gambaran data tersebut menunjukkan bahwa penduduk Indonesia mulai memasuki 
era penduduk berstruktur tua (ageing structure population).  
 
Peningkatan jumlah penduduk di dunia dan Indonesia sejalan dengan peningkatan terhadap 
kebutuhan layanan kesehatan yang lebih lanjut untuk lansia yang memiliki kebutuhan dan 
masalah kesehatan yang kompleks. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 
didapatkan data masalah kesehatan yang banyak terjadi pada lansia adalah hipertensi, 
stroke, diabetes, arthritis, penyakit paru kronik, gagal jantung dan kanker. Fenomena dan 
gangguan kesehatan yang semakin kompleks membutuhkan berbagai variasi intervensi 
yang bersifat advanced untuk diberikan oleh tenaga kesehatan, termasuk perawat. 
Kualifikasi perawat/ners yang dibutuhkan juga perlu ditingkatan yakni dari seorang generalis 
ke jenjang magister keperawatan peminatan keperawatan gerontic dan spesialis 
keperawatan gerontik.  
 
Berbagai jenis pelayanan kesehatan dikembangkan baik pelayanan di rumah sakit, institusi 
layanan lansia maupun di komunitas khususnya yang memerlukan layanan keperawatan 
gerontik lanjut. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 79 tahun 2014 dan ditindak 
lanjuti dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) tahun 2018, salah satu 
program nasional yang harus dilaksanakan yaitu pelayanan geriatrik atau gerontik di rumah 
sakit. Berdasarkan jumlah RS tipe A dan tipe B yaitu 488 RS (Kemenkes, 2019), maka dapat 
diperkirakan kebutuhan perawat yang memiliki keahlian keperawatan lansia tingkat lanjut 
kurang lebih enam perawat ditiap RS dengan rincian shift pagi, sore dan malam masing-
masing satu orang; cuti satu orang; dan di poliklinik satu orang. Sehingga total dibutuhkan 
2.928 perawat lansia tingkat lanjut untuk di ruang rawat inap dan jalan, angka ini belum 
termasuk dengan perawat lansia di ruang rawat seperti Intensive Care Unit (ICU), Intensive 
Cardiac Care Unit (ICCU) dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).  
 
Adanya peraturan menteri kesehatan tentang rencana aksi nasional kesehatan lansia no 25 
tahun 2016 yang bertujuan memberikan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam 
melaksanakan kegiatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan lansia, untuk 
mencapai lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdayaguna bagi keluarga dan 
masyarakat. Keperawatan gerontologi lebih berfokus mempelajari fenomena menua dan 
berorientasi pada  perubahan “normal”, sedangkan keperawatan geriatrik lebih berfokus 
pada fenomena  sakit atau penyakit. Asuhan keperawatan tidak hanya berorientasi pada 
kondisi sakit  tetapi juga risiko dan sehat sehingga penggabungan kedua terminologi 
tersebut  (gerontologi dan geriatrik) diperlukan, yang disebut Spesialis Keperawatan 
Gerontik. 
 
Sebagai salah satu prodi spesialis dari cabang ilmu keperawatan, program studi Spesialis 
Keperawatan Gerontik  melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengelola IPTEK selaras dengan 
bidang studi keperawatan gerontik yang dikelolanya. Untuk menopang dedikasi dan fungsi 
tersebut, Program Studi Spesialis Keperawatan Gerontik  harus mampu mengatur diri 
sendiri dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu secara berkelanjutan, baik yang 
berkenaan dengan masukan, proses maupun keluaran, serta layanan yang diberikan 
kepada masyarakat selaras dengan bidang studi keperawatan. 

 
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, Program Studi Spesialis Keperawatan 
Gerontik  harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk 
membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan 
benar, program studi ini harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. 
Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar. Program Studi Spesialis 
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Keperawatan Gerontik  akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan 
mengembangkan diri sebagai penyelenggara program akademik sesuai dengan bidang studi 
keperawatan, dan turut serta dalam meningkatkan kekuatan moral masyarakat secara 
berkelanjutan. 

 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan 
tersebut di atas, LAM-PTKes melakukan akreditasi bagi semua Program Studi Spesialis 
Keperawatan Gerontik  pada semua institusi keperawatan di seluruh Indonesia. Akreditasi 
Program Studi Spesialis Keperawatan Gerontik  merupakan proses evaluasi dan penilaian 
secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas 
penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi, guna menentukan kelayakan 
program studi untuk menyelenggarakan program Spesialis. Kriteria untuk mengevaluasi dan 
menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah standar akreditasi beserta 
parameternya. 
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BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS 
KEPERAWATAN GERONTIK  

 
Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Gerontik  adalah proses evaluasi dan 
penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas 
penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan 
program akademik dan profesinya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program 
studi ini dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang 
memahami penyelenggaraan program spesialis serta unsur masyarakat yang relevan 
dengan program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian 
terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar 
dan pertimbangan para Majelis Akreditasi Mandiri. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk 
laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan 
divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi Program Studi 
Spesialis Keperawatan Gerontik . 
 
LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, 
serta menetapkan status dan peringkat mutu Program Studi Spesialis Keperawatan Gerontik  
berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat 
akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Gerontik  adalah sebagai berikut; 
 
1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar 

nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari 
penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu. 

2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar 
mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang 
Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 

3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan 
mempertahankan mutu yang tinggi 

4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit 
perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan 
atau instansi lain. 

 
Mutu Program Studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, 
proses, luaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur 
berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.  
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BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS 
KEPERAWATAN GERONTIK  

 
Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek 
pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi 
yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) kriteria 
akreditasi program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan 
menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan  program studi; (2) prosedur 
akreditasi  program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam 
rangka akreditasi  program studi; (3) dokumen akreditasi  program studi yang digunakan 
untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu  
program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) penilaian 
akreditasi program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan 
parameter/butir; dan (5) kode etik akreditasi  program studi yang merupakan “aturan main” 
untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi  program studi. 
 
Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian 
lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria 
dan Prosedur Akreditasi Program Studi; Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja 
Akreditasi Program Studi (selanjutnya disebut DK); Buku IIIB Panduan Penyusunan Laporan 
Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi (selanjutnya disebut LED); Buku IV Pedoman dan 
Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; 
sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan 
pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi. 
 
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi  
 
Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria 
akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai 
dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan 
dan perangkat kependidikan  program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; 
(2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan  program 
studi, (3) penetapan kelayakan  program studi untuk menyelenggarakan program-
programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu  program 
studi.    
 
Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi 
terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan komitmen terhadap efektivitas 
program pendidikan (educational effectiveness), yang dikemas dalam sembilan kriteria 
akreditasi sebagai berikut.  

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 
Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama 
Kriteria 3. Mahasiswa 
Kriteria 4. Sumber daya manusia  
Kriteria 5. Keuangan, sarana, dan prasarana  
Kriteria 6. Pendidikan 
Kriteria 7. Penelitian 
Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat 
Kriteria 9. Luaran dan capaian: pendidikan, penelitian, dan pengabdian           
kepada masyarakat 

 
Asesmen kinerja Program Studi Spesialis Keperawatan Gerontik  didasarkan pada 
pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi Program Studi Spesialis 
Keperawatan Gerontik  yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal 
(eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan 
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Program Studi Spesialis Keperawatan Gerontik dari pejabat yang berwenang yang 
informasinya dapat diakses pada pangkalan data pendidikan tinggi; memiliki  anggaran 
dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau  
rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan 
sasaran Program Studi Spesialis Keperawatan Gerontik ; nilai-nilai dasar yang dianut dan 
berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan Program Studi Spesialis 
Keperawatan Gerontik , proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan 
sistem jaminan mutu. 
 
Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan 
Prosedur Akreditasi Program Studi. 
 
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi 
 
Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi spesialis dilakukan melalui 
peer review oleh tim asesor yang terdiri dari para akademisi keperawatan, praktisi 
keperawatan dan pakar manajemen pendidikan kesehatan yang memahami hakikat 
penyelenggaraan/pengelolaan Program Studi Spesialis Keperawatan Gerontik. Semua 
Program Studi Spesialis Keperawatan Gerontik  akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi 
dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap Program Studi Spesialis Keperawatan Gerontik  pada 
perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai 
berikut. 
 

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai 
prosedur pelaksanaan akreditasi Program Studi.  

2. Unit Pengelola Program Studi dan Program studi mengisi dokumen kinerja dan 
laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam 
Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi. 

3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen kinerja 
program studi secara online beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes. 

4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri 
Program Studi. 

5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang 
memahami penyelenggaraan Program Studi Spesialis Keperawatan Gerontik. 

6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri 
atas dokumen kinerja program studi dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen 
kecukupan) secara online di tempat masing-masing asesor selama 7 hari. 

7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke simak online. 
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi laporan hasil asesmen 

kecukupan secara online. 
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 hari.  
10. Tim asesor langsung mengunggah hasil asesmen lapangan ke simak online setelah 

asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan dan 
dokumen administrasi dikirimkan pada LAM-PTKes paling lama 7 hari setelah 
asesmen lapangan. 

11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi laporan hasil asesmen 
lapangan secara online. 

12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status 
akreditasi. 

13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi. 
14. LAM-PTKes menyampaikan SK hasil Akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi 

dan Program Studi yang bersangkutan serta mengumumkan hasil akreditasi kepada 
masyarakat luas melalui website LAM-PTKes.  

15. LAM-PTKes menerima pengajuan banding dari program studi dalam waktu maksimal 3 
bulan setelah penerbitan SK hasil akreditasi. 
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16. LAM-PTKes menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi 
dan Program Studi yang bersangkutan. 

17. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, 
untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil 
penilaian. 

 
Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama 
dengan rincian kriteria akreditasi program studi, yaitu Buku II. 
 
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi  
 
Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan 
berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan 
penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program 
studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk 
panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan 
laporan evaluasi diri/self evaluation report (Buku IIIB).  
 
Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta 
menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja 
program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, 
keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, 
keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.  

 
Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi mencakup deskripsi dan analisis 
yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan 
dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan 
laporan kinerja program studi.  

 
Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks 
keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang 
merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: relevansi (relevance), suasana akademik 
(academic atmosphere), pengelolaan institusi dan organisasi (Institutional Commitment), 
keberlanjutan (sustainability), efisiensi (efficiency), dan produktivitas. Dimensi 
tambahannya adalah kepemimpinan (leadership), pemerataan (equity), dan tata pamong 
(governance).  
 
Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA 
dan IIIB. 
 
3.4  Penilaian Akreditasi Program Studi 
 
Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi ditujukan pada 
tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses 
tridharma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta 
dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi. 
 
Dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah 
parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit 
pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan 
evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu 
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program 
studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis 
tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar kriteria penilaian, dan didasarkan atas 
evaluasi diri. 
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Hasil Akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi/Memenuhi Syarat Peringkat 

Akreditasi dan Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi dengan peringkat, sebagai 

berikut: 

- Unggul  dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361 

- Baik Sekali dengan nilai akreditasi 300 < Skor ≤ 360 

- Baik   dengan nilai akreditasi 200 ≤ Skor ≤ 300 

- Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200  

 
Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Akreditasi 
Program Studi (60,07%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi (39,93%). 

 
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi 
 
Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan 
kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi, LAM-PTKes mengembangkan kode 
etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 
akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf 
sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan 
kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (the 
do) dan yang tidak layak dilakukan (the don’t) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap 
“pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua 
tingkat program studi. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di 
luar perangkat instrumen akreditasi program studi. 
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 DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 

 
AIPNI adalah Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia, merupakan wadah bagi institusi 

pendidikan ners di Indonesia yang berorientasi pada kebutuhan anggota dan 
masyarakat dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan ners yang baku 
dan berstandar nasional atau internasional guna menjamin terselenggaranya 
pengembangan keilmuan, kualitas sumber daya dan kegiatan riset pada semua pusat 
pendidikan ners, dan menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan lain, serta 
mengendalikan pertumbuhan dan kualitas pendidikan ners di Indonesia. 

 
Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang 

dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang 
telah ditetapkan, atas pengarahan lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi 
kesehatan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program 
studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan sehingga layak untuk 
menyelenggarakan program studi  

 
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada 

stakeholders (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program 
studi 

 
Asesmen kecukupan adalah pengkajian (review), evaluasi dan penilaian data dan 

informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam 
dokumen kinerja, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum 
asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi 

 
Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang 

dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan 
informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam dokumen kinerja 
yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan. 

 
BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional yang bertugas melaksanakan Akreditasi di 

lingkungan pendidikan tinggi. 
 
Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi (DK-APS), merupakan instrumen akreditasi 

yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk 
mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi. 

 
Evaluasi Diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk 

menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk 
memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi.  Laporan evaluasi diri 
merupakan bahan untuk akreditasi.  

 
Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan 

mutu perguruan tinggi atau program studi. 
 
LAM PTKes adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan  Tinggi Kesehatan yang 

bertugas melaksanakan akreditasi program studi di lingkungan pendidikan kesehatan. 
 
Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau 

program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.  
  
PPNI adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang merupakan satu-satunya 

organisasi profesi perawat Indonesia yang merupakan wadah kesatuan seluruh perawat 
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Indonesia yang berazaskan kaidah organisasi profesi dan nilai-nilai profesi keperawatan 
yaitu pengasuhan (caring), pemeliharaan (nurturing), altruisme dan holistik 

 
Parameter (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai 

dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi  
 
Tata pamong [governance] adalah berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam 

program studi atau institusi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan 
alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara 
satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas 
di luar lingkungan akademik. 

 
Tim asesor adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM PTKes 

untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi suatu program studi. 
 
Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi 

visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan 
dan peranan yang akan dicapai oleh suatu  perguruan tinggi atau program studi.  
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